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. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang
Perubahan PP Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dan
Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
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Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan
Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2015 tentang Konsesi dan
Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah dengan Badan Usaha
Pelabuhan dibidang Kepelabuhan;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
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Pelabuhan dibidang Kepelabuhan
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